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TENT ANG 

PAJAK PENERANGAN JALAN 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

Menimbang 

Mengingat 

BUPATIGOWA, 

a. bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (2) huruf e 
Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, 
maka Pajak Penerangan Jalan merupakan 
jenis Pajak Daerah; 

b. bahwa untuk memungut Pajak sebagaimana 
dimaksud huruf a di atas, maka perlu 
ditetapkan dengan Peraturan Daerah. 

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 
tentang Pembentukan Daerah-Daerah 
Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
IndonesiaNomor 1822); 



2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 
tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, 
Tambahan Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 4286); 

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 
tentang Pembentukan Peraturan Perundang- 
undangan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan 

· Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4844); 

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagaimana telah diubah terakhir dengan 
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 
tentang Perubahan Kedua atas Undang- 
Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 
Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4844); 

5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 
tentang Perimbangan Keuangan antara 
Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4438); 

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 
tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
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. Tahun 2009 Nomor 130, Tarnbahan 
LeJnbaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5049); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 
tentang Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4578); 

8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 
tentang Pembagian Urusan Pemerintahan 
antara Pernerintah, Pemerintahan Daerah 
Provinsi dan Pemerintahan Daerah 
Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan 
Lernbaran Negara Republik Indonesia 
Nornor 4737); 
.,, . - T 

9. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 
tentang Tata "Cara Pemberian dan 
Pemanfaatan lnsentif Pemungutan Pajak 
Daerah dan .Retribusi Daerah (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 
Nomor 119); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 
tentang Jenis Pajak Daerah yang Dipungut 
Berdasarkan Ketetapan Kepala Daerah atau 
Dibayar Sendiri oleh Wajib Pajak 
(Lembaran Negara · Republik Indonesia 
Timun 2010 Nomor 153); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Gowa Nomor 3 
Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan 
yang Menjadi Kewenangan Pemerintah 
Kabupaten Gowa (Lembaran Daerah 
Kabupaten Gowa Tahun 2008 Nomor 3). 
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Dengan Persetujuan Bersama 

DEW AN PERWAKILAN RAKYAT OAEIWl 
KABUPATEN GOWA 

dan 

BUPATIGOWA . 
MEMU1'lJSKAN : 

enetapkan PERATURAN DAERAH KABUPATEN 
GOWA TJCNTANG l'AJAK PENERANGAN 
JALAN · 

. . n .DiW I 
. I<;ETEN'l'UAI', UMUM ' · .��;al 1 

1alam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan : 
Daerah adalah Kabupaten Gown . 
. Pemerintah Daerah adalah Bupati Gowa beserta Perangkat 
Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah 
Kabupaten Gowa. 
Bupati adalah Bupati Gowa. 
Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang 
perpajakan daerah sesuai dengan peraturan perundang- 
undangan yllllg berlaku. 
Dinas Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Dinas 
Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Gowa. 

,. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah 
kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang 
pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan 
Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara 
langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar- 
besamya ke.nakmuran rakyat, 

7. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga 
listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari 
sumber lain. 
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8. Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat 
dikenakan pajak .. 

9. Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan meliputi 
pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak yang 
mernpunyai hale dan kewajiban perpajakan sesuai dengan 
peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. 

10. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau 
jangka waktu lain yang diatur dengan Peraturan Bupati paling 
lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi Wajib 
Pajak untuk menghitung/menyetor dan rnelaporkan pajak 
yang terutang. 

1 I. Tahun Pajak adalahjangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun 
kalender kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku 
yang tidak samadengan tahun kalender . 

12. Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada 
suatu saat, dalam Masa Pajak, dalam Tahun ·Pajak, atau dalam 
Bagian Tahun Pajak, sesuai 'dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan perpajakan daerah. 

13. Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari 
penghimpunan data objek dan subjek pajak penentuan 
besamya pajak yang terutang sampai kegiatan penagihan 
pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya, 

14. Surat Pernberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat 
SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk 
melaporkan penghitungan dan/atau pembayaran .pajak objek 
pajak dan/atau bukan objek pajak, dan/atau harta dan 
kewajiban sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- 
undangan perpajakan daerah, 

15. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat 
dengan SSPD, adalah bukti pembayaran atau penyetoran pajak 
yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau telah 
dilakukan dengan cara lain Ke Kas Daerah melalui tempat 
pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati. 

16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya 
disingkat dengan SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan besarnya jumlah pokok pajak, jurnlah kredit 

5 



pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya 
sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih harus 
dibayar. 

. Surat Ketetapan PajakDaerah Kurang Bayar Tambahan, yang 
selanjutnya disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pnjak 
yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah 
ditetapkart. 

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya 
disingkat SKPDN, adalah surat ketetapan pajak yang 
rnenentukan jumlah pokok pajak sama bcsarnya dengan 
jumlah kredit pajak atau pajak tidak lerutang dan tidak ada 
kredit pajak, 

. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya 
disingkat SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang 
menentukan jurnlah kelebihan pembayaran pajak karena 
jumlah kredit pajak lebih besar daripada pajak yang terutang 
atau seharusnya tidak terutang. 

. Surat Tagihan Pajak Daerah, · yang selanjutnya clisingkat 
STPD, adalah surat untukmelakukan tagihan pajak dan atau 
sanksi administratif berupa bunga dan atau denda. 

. Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang 
membetulkan kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau 
kekeliruan dalam penerapan ketentuan tertentu dalam 
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah yang 
terdapat dalam · Surat Pemberitahuan Pajak Terutang, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar 
Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, Surat 
Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Tagihan Pajak 
Daerah, Surat Keputusan Pembetulan atau Surat Keputusan 
Keberatan. 

!. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat keputusan atas 
keberatan atas surat keberatan terhadap surat pemberitahuan 
Pajak Terutang, Surat Ketapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan 
Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah 
Kurang Bayar Tambahan, Surat · Ketetapan Pajak Daerah 
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Nihil, Surat Kete\apan Pajak Daerah Lebih Bayar, atau 
pe'.°ungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh Wajib 
Pa pk. 

23. Putu�an Banding adalah putusan pad an peradilan pajak atas 
banding terhadap surat Keputusan Keberatan yang diajukan 
olch W ajib Pajak. . 

24. Banding adalah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh 
Wajib Pajak atau penanggung pajak terhadap suatu keputusan 
yang dapat diajukan banding.; berdasarkan peraturan 
perunda:ig-undangan perpajakan yang berlaku, 

25. Pembukuan adalah -suatu proses pencatatan yang dilakukan 
secara teratur untuk mengumpulkan data dan inforrnasi 
keuan�an yang ineliputi harta, kewajiban, modal, penghasilan 
dan biaya, s�rta jumlah harga perolehan dan penyerahan 
barang atau jasa, yang ditutup dengan menyusun Iaporan 
keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk periode 
tahun pajak tersebut. 

26. _Pemeriksaan adalah .serangkaian k,egiatan menghimpun dan 
mengolah data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan 
secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar 
peme?ksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban 
perpaiekan daerah dan/atau untuk tujuan Iain dalam rangka 
mel�anakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. · 

27. Penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah adalah 
serang�aian tindakan yang dilakukan .oleh penyidik untuk 
mencan serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu 
membuat terang tinadk pidana di' bidang perpajakan daerah 
yang terjadi serta menemukan tersangkanya 

BAB II 
NAMA, OJJJEK DAN SUBJEK PAJAK 

Pasal 2 
Dengan Nama Pajak Penerangan Jalan, dikenakan pajak atas 
pe!ayanan penggunaan listrik. 
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Pasal 3 
Objek paj ak adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang 
dihasilkan sendiri rnaupun yang diperoleh dari sumber lain. 
Listrik yang dihasilkan sendiri sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1) meliputi seluruh pembangkit listrik. 
Dikecualikan dari objek Pajak Penerangan Jalan 
sebagainiana dimaksud pada ayat (1) adalah: 
a. Penggunaan tenaga listrik oleh instansi Pemerintah dan 

Pemerintah Daerah; · 
. b, Penggunaan ·ienaga' listrik pada tempat-tempat yang 

digunakan oleh kedutaan, konsulat, dan perwakilan asing 
dengan asas timbal balik; 

c, · Penggunaart tenaga listrik yi_ing dihasilkan sendiri dengan 
kapasitas tertentu yang tidak memerlukan izin dari 
instansi teknis terkait, · 

Pasal 4 
Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat 
menggunakan tenaga listrik. 
Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang 
mengunakan tenaga listrik. . 
Dalam ha! tenaga listrik disediakan oleh sumber lain, wajib 
pajak adalah penyedia tenaga listrik. 

BAB m. 
DASAR PENGENAAN TARIF DAN DASAR 

PERHITUNGAN PAJAK 

Passi 5 
Dasar pengenaan paj ak adalah Nilai J ual tenaga listrik. 
Nilai jual tenaga listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (!) 
ditetapkan : 
a: Dalam ha! tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan 

pembayaran, nilai jual tenaga listrik adalah jumlah 
tagihan biaya beban/tetap ditambah dengan biaya 
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pemakaian kWh/variabel yang ditagihkan dalarn rekening 
listrik; 

b. Dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, nilai jual 
tenaga listrik dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, 
tingkat penggunaan listrik, jangka waktu pemakain listrik, 
dan harga satuan listrik yang berlaku di wilayah daerah 
Kabupaten Gowa, 

Pasal 6 
(!) Tarif Pajak ditetapkan sebesar 10% (sepuluh persen) . 
(2) Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain oleh industri, 

pertambangan minyak bumi dan gas alam, tarif ditetapkan 
sebesar 3% (tiga persen). . 

(3) Penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif 
ditetapkan 1,5% (situ koma lima persen). 

Pasal 7 
(1) Besaran pokok pajak yang terutang dibitung dengan cara 

mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 6 ayat 
(1 ), atau (2) dan/atau ayat (3) dengan dasar pengenaan 
pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1). 

(2) Hasil penerimaan pajak sebagian dialokasikan untuk 
penyediaan penerangan jalan. 

BAB IV 
WILAYAHPEMUNGUTAN 

Pasal 8 
Wilayah Pemungutan Pajak adalah di Kabupaten Gowa. 

BABY 
MASAPAJAK 

Pasal 9 
Masa pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) bulan 
kalender. 
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Pasal 10 
.. . J1lengisi SPTPD. 

p WaJ1b PaJ� 
iir,a dimaksud pada ayat (1) harus diisi 

>D _sebagaun i:11" .- dan lengkap serta ditandatangani oleh 
an �elas, beo a5anya. · . 
J pajak atau � ana - dimaksud · pada ayat (1), harus 
PD . · sebagaiJJlda Bupati selambat-lambatnya · 15 (lima 
npaikan ke�i tflllggal diterimanya SPTPD oleh Subjek 
s) hari setela,• , 
k. _. . .. . . cari pengisian SPTPD diatur dengan 
tuk, 151 dan tatJl. - 
ituran Bupati- · 

BAB VI 
. • ,.. ,..- CARA PEMUNGUTAN 

TA._,-,. - 
Pasal 11 

• al< dilarang, diborongkan. 
r:1ungu� paJ. a-le meIJ?-bayar pajak yang terutang dibayar 
nap W;tJlb P��b pajak berdasarkan peraturan perundang- 
rdiri oleh wiiJ1 . · · ' •a!<afl· - .. 
dangan perpaJ - g mernenuhi kewajiban perpajakan sendiri 
ajib Pajak yiJ!l fllenggunakan SPTPD, _ SKPDKB, dan/atau 
bayar .dengan 
CPDKBT. 

Pasal 12 
5 Qim�). tahun sesudah saat terutangnya 

I jangka wakW nerbitkan : 
_ Bupati dapat JJl;al : . . . �?KB dalaJJl ].all has1l pemeriksaan a�u keterangan lam, 

jika berdasat rotang tidak atau kurang dibayar; 
pajak yang te tidak disampaikan kepada Bupati dalam 
jika SPTPV tertentti dan setelah ditegur secara tertulis 
jangka wakW aiJcail pada waktunya sebagaimana ditentukan 
tidak disaJ1JP . 
�am 

sUI?:t��isi 
SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang 

jika kewaJ�\uJJg secarajabatan. 
terutang dibl 
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(2) SKPDKBT jika ditemukan data baru dan/atau data yang 
semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan 
jumlah pajak yang terutang, 

(3) SKPDN jika jumlah pajak yang terutang sama besarnya 
dengan jumlahkredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak 
ada kredit paj ak. - · · _ · · 

fasal 13 
(1) Tata cara penerbitan SPTPD, SKPD;r<B, dan SKPDKBT 

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3) diatur dengan 
Peraturan Bupati. 

(2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata 
penyampaian SPTPD, SKPDKB 
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 
dengan Peraturan Bupati. 

BAB VII 
· INSENTIF PEMUNGUTAN 

Pasal 14 
(1) Instansi yang melaksanakan pemungutan pajak dapat diberi 

insentif atas dasar pencapaian kinerj a. 
(2) Pemberian insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 

ditetapkan melalui Anggaran Pendapatan dan Behp;ij;t Daerah. 
(3) Penerima pembayaran insentif dan besarnya pembayaran 

insentif ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan 
peraturan perundang-undangan, 

BABVIIl 
SURAT TAGIHAN PAJAK 

Pasal 15 
Bupati dapat menerbitkan STPD jika : 
a. Pajak dalam tahun berjalan tidak atau kurang dibayar; 
b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan 

pembayaran sebagai akibat salah tulis dan/atau salah hitung; 

_ 11 

cara pengisian dan 
dan SKPDKBT 

11 ayat (3) diatur 



,. \Vajib Pajak dikenakan sanksi administratif berupa bunga 
dan/atau denda. · 

BAB IX 
TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN 

Pasal 16 
1) Bupati menentukan tanggal jatuh tempo pembayaran dan 

penyetoran pajak yang terutang paling lama 30 (tiga puluh) 
hari kerja setelah saat terutangnya pajak. 

2) -SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, 
Surat Keputusan Keberatan, dan Putusan Banding, yang 
menyebabkan jurnlah pajak yang harus dibayar bertarnbah 
merupakan dasar penagihan pajak dan harus dilunasi dalam 
jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal 
diterbitkan, 

3) Bupati atas permohonan Wajib Pajak setelah memenuhi 
persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan 
kepada Wajib Pajak untuk mengangsur atau menunda 
pembayaran pajak, dengan dikenakan bunga sebesar 2% (dua 

. person) setiap bulan. 
4) Persyaratan untuk dapat . mengangsur dan menunda 
�inb.ll.yaran serta tata cam pembayaran angsuran dan 
·�nlli'iliaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur 
defisan Peraturan Bupati. -.,. 

Pasal 17 
(1) I:lem�nyaran pajak harus dilakukan sekaligus atau lunas. 
(2) Paj!\I( yang terutang berdasarkan SKPDKB, SKPDKBT, 

S1'p,�, Surat Keputusan · Pembetulan, Surat Keputusan 
Kcbctatan, dan Putusan Banding, yang tidak atau kurang 
b1t)'IU' oleh Wajib Pajak pada waktunya dapat ditagih dengan 
Sul'AU'aksa. 

�' P�llllS!han pajak dengan Surat, . Paksa dilaksanakan 
l'° WrtlASnrkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 
r 
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Pasal 18 
(l) Pembayaran pajak dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain 

yang ditunjuk oleh Bupati sesuai waktu yang ditentukan 
dalam SPTPD, SKPDKB, SKPDK13T, dan STPD. 

(2) Apabila pembayaran pejak dilakukan di ternpat lain yang 
ditunjuk, basil penerimaan pajak harus disetor ke kas daerah 
selambat-lambatnya 1 x 24 jam atau dalam waktu yang 
ditentukan oleh Bupati. 

(3) Pernbayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan 
(2) dilakukan dengan menggunakan SSPD. 

Pasal 19 
(1) Setiap pembayaran pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 

19 ayat ( l) diberikan tanda bukti pembayaran dan dicatat 
dalam buku penerimaan. 

(2) Bentuk [enis, isi ukuran tanda bukti pembayaran dan buku 
penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
diatur dcngan Peraturan Bupati. 

.· Pasal 20 
(1) Surat Tog11rl\ll atau Surat Peringatan atau surat lain yang 

seJ�ni� si,bagai awal tindakan pelaksanaan penagihan pajak 
dikelillll'krul 7 (tujuh) hari sejak saat . jatuh tempo 
potiibayitran. 

(2) Dalam [angka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal Surat 
TOQlJt® ia.tnu Surat Peringatan a tau surat lain yang sejenis, 
Wnjlb Pajt1k harus melunasi pajak yang teru�g. . . 

(3) Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lam yang sejems 
sob11gnimru1a dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh 
pcj11bnt. 

Pasal 21 
(1) Apabila jurnlah pajak yang haru., dibayar tidak dilunasi 

dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam Surat 
Teguran atau Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis, 
jumlah pajak yang harus dibayar ditagih dengan Surat Paksa. 
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BAB XI 
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN 

PEMBEBASAN PAJAK 
Pasal 28 

(1) Bupati berdasarkan perrnoh<inan Wajib Pajak dapat 
memberikan pengurangan, keringanan, dan pembebasan 
pajak. 

(2) Keduluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada 
ayat' (I) tertungguh apabila: . : 
a, diterbitkan Surat Teguran dan Surat Paksa; atau 
b. ada pengakuan utang pajak dari Wajib Pajak baik 

langsung maupun tidak langsung. . , 
(3) Dnlam hal diterbitkan, Surat Teguran dan Surat Paksa 

se�agaimana dimaksud pada ayat (2) huruf. a; kedaluwarsa 
penagihan dihitung sejak tanggal penyampaian Surat Paksa 
terse but. 

(4) Pcngakuan utang Pajak secara tangs�� s�bagaimana 
dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah V!a�1b Pajak �engan 
kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang Pajak dan 
belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah. . 

(5) Pcngakuan utang secara tidak l�gsun� s�bag�ana 
dimaksud pada ayat (2) buruf b dapat diketahm dan pengajuan 
permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan 
permohonan keberatan oleh Wajib Pajak. 

· Pasal 27; 

(1) Piutang Pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak 
untuk melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat 
dihai uskan. · 

(2) 
Bup!ti 

menetapkan Keputusan p�apusan. Piutang . Pajak 
yang sudah kedaluwarsa sebagaimana drmaksud pada 
ayat (1). · · . 

(3) Tata cara penghapusan piutang paj� yang sudah 
kedaluwarsa diatur dengan Peraturan Bupati. 
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Pasal 24 
(1) Setelah Kantor Lelang Negara menetapkan hari tanggal, jam 

dan tempat pelaksanaan Ielang, juru sita memberitahukan 
dengan segera secara tertulis kepada Wajib Pajak. · 

(2) Setelah jadwal pelelangan sebagairnana ayat (1) ditetapkan, 
maka pejabat menetapkan lelang. 

(3) Tata cara pelelangan diatur oleh ketentuan yang berlaku. 

Pasal 25 
Bentuk, jenis dan isi formulir yang dipergunakan untuk 
pelaksanaan penagihan pajak daerah diatur dengan Peraturan 
Bupati. · · 

Pasal 23 
Setelah dilakukan penyitaan dan wajib pajak belumjuga melunasi 
utang pajaknya, setelah lewat 10 (sepuluh) hari sejak tanggal 
pelaksanaan Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan, pejabat 
mengajukan permintaan penetapan tanggal pelelangan kepada 
Kantor Lelang Negara. 

BABX 
KEDALUW ARSA PENAGIHAN 

Pasal 26 
(1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kedaluwarsa setelah 

melampaui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat 
terutangnya pajak, kecuali apabila Wajib Pajak melakukan 
tindak pidana di bidang perpajakan daerah. 

(2) Pejabat menerbitkan Surat Paksa setelah lewat 21 (dua puluh 
satu) hari sejak tanggal Surat Teguran atau Surat Peringatan 
atau surat lain yang sejenis. 

Pasal 22 
·· Apabila pajak yang harus dibayar tidak dilunasi dalam jangka 
waktu ' 2 x 24 jam sesudah tanggal pemberitahuan Surat Faksa 
pejabat segera menerbitkan Surat P�rintah Melaksanak� 
Penyitaan, · 



(2) Tata cara pemberian pengurangan, keringanan, dan 
pembebasan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1 ), 
diatur dengan Peraturan Bupati. 

BAB XII 
PEMBETULA.L�, PENGURANGAN ATAU PENGBAPUSAN 
SANKSI ADMINISTRA TIF DAN PENGURANGAN A 1' AU 

PEMBAT ALAN KETETAPAN PAJAK · 
' - Pasal 29 

(1) Atas permohonan Wajib Pajak atau kareilajabatarinya, Bupati 
dapat membetulkan SKPDKB, 'sKPDKBT atau STPD, 
SKPpN, atau SKPDLB yang. dalam penerbitannya terdapat 
kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitun:g dan/atau kekeliruan 

'penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan perundang- 
undangan perpajakan' daerah. 

(2) Bupati dapat : 
a. mengurangkan atau menghapuskan sanksi administratif 

berupa bunga, denda, dan kenaikan pajak yang terutang 
rnenurut peraturan perundang-undangan perpajakan 
daerah, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena , . 
kehilapan Wajib Pajak atau bukan karena kesalahannya; 

b. mengurangkan atau membatalkan SKPDKB, SKPDKBT, 
atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang tidak benar; 

c. mengurangkan atau membatalkan STPD; 
d. membatalkan basil pemeriksaan atau ketetapan pajak yang 

dilaksanakan atau diterbitkan tidak sesuai dengan tata cara 
yang ditentukan; dan 

e. mengurangkan ketetapan pajak terutang berdasarkan 
pertimbaugan kemampuan membayar Wajib Pajak atau 
kondisi tertenfu objek pajak. · 

(3) Permohonan pembetulan, ·pembatalan pengurangan ketetapan 
dan penghapusan sanksi administranf atas SKPDKB, 
SKPDKBT dan STPD sebagaimana diniaksud pada ayat (1) 
harus disarnpaikan secara tertulis oleh wajib pajak kepada 
Bupati, atau pejabat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari 
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sejak tanggal diterima SKPDKB, SKPDKBT atau STPD 
dengan memberikan alasan yang jelas. . . 

(4) Bupati atau pejabat paling �arna 3 (tiga) bulan seJ� s.urat 
permohonan sebagaimana. dimaksud pada aya�..-(3) diterima, 
sudah hams memberikan keputt1sa.'1. · 

(5) Apabila setelah lewat 3 (tiga) bul� seba�aimana dim�sud 

pada ayat (4) Bupati . atau pejabat tidak memberikan 
keputusan, permohonan. . pembetulan, pembatalan, 
pengurangan ketetapan dan �enghapusan atau pengurangan 
sanksi administrasi dianggap dikabulkan. 

(6) Ketentuan lebih !�jut me�g�nai !ata cara pengurangan atau 
penghapusan sanksi administratif dan rengurangan atau 
pembatalan ketetapan pajak sebagaunana dimaksud pada ayat 
(2) diatur dengan Peraturan Bupati. 

. BAB XIII . 
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK 

Pasal30 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan. pengemb�lian 

kelebihan pembayaran pajak kepada Bupatt atau peJabat 
secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya: 
a. narna dan alarnat pajak; 
b. masa pajak; . . 
c. besarnya kelebihan pembayaran pajak; 
d. alasan yang jelas. . . 

(2) Bupati atau pejabat dalarn jangka waktu paling lama 12 (�ua 

belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian 
pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
memberikan keputusan. 

(3) Apabila jangka waktu se�agaim�a dimaksu? pada ayat (2) 
dilampaui, Bupati atau pejabat tidak memberikan keputus�, 
permohonan pengembalian kelebihan pe�bay:iran pajak 
dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam 
waktu paling lama 1 (satu) bulan, . . 

(4) Apabila Wajib Pajak mempuny� utang paJak. lainnya, 
kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat 
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(3� lan?sub.g dihihing tlntuk' melunas; terlebih dahu!u utang paJak dimaksud · · . 
(
5
) Pengr�b�ian kelebihan pembayaran pajak dilakukan dalam 
�1g1ta11;n �ama 2_ (?ua) bulan · sejak diterbitkannya 
K I . . . , . . g mener�1tkan Surat Periniah Membayar 

6 . e eh.ihan faJak (Sf ¥K,P). . .. 
( ) Apab1la penge��al1iiii kelebihan pembayaran pajak dilakukan 

setel� Jewat '_"aktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB 
Bupati atau peJab�t memberikan imbalan bunga sebesar 2% 

.(dua _persen� .seaap bulan atas keteriambatan pembayaran kelebihan paiak. 

. · Pasal31 · · - 
\.pabila , kele�ihan pembayaran pajak diperhitungkan den an 
. tang paiak Iainnya, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 g t 
4)? pemb�yarann!a dilakukan dengan cara memindahb� 
an . bukti pi,mmdahbukuan juga berlaku sebagai bukti embayaran. 1 

BAB XIV 
KEBERATAN DAN BANDING 

. ' 
Pasal32 

) Wajib Pajak dapat mengaiukan keberatan B u hanya kepada upati atau pejabitt yang ditunjuk atas suatu: 
a, SKPDKB· 
b. SKPDKBT· , 
c. SKPDLB 
d. SKPDN; dan 
e. Pemotongan atau . pemungutan oleh pihak ketiga berdasarkan ketentuan peraturan perundang-und · perpajakan daerah. · angan 
rermoh?nan k�beratan sebagaimana dimaksud pada ayat (I) arus disampaikan secara tertulis dalam bahasa Ind . 
dengan disertai alasan-alasan yang jelas, onesia 
�eberatan h� diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 
(tiga) bulan sejak tanggal surat, tanggal pemotongan atau 
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pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali 
jika Wajib Pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu 
tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya, 

(4) Keberatan dapat diajukan apabila Wajib Pajak telah 
membayar paling sedikit sejumlah yang telah disetujui Wajib 
Pajak. 

(5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tidak 
dianggap sebagai Surat Keberatan sehingga tidak 
dipeitimbangkan. 

( 6) Tanda penerimaan surat keberatan yang diberikan oleh Bupati 
atau pejabat yang ditunjuk atau tanda pengiriman surat 
keberatan melalui surat pos tercatat sebagai tanda bukti 
penerimaan surat keberatan . 

Pasal33 
(1) Bupati dalam jangka waktupaling Jama 12 (dua belas) bu!� 

sejak tanggal Surat Keberatan diterima, harus memberi 
keputusan atas keberatan yang diajukan. 

(2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima 
seluruhnya atau sebagian, menolak, atau menambah besarnya 
pajak yang terutang. 

(3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
telah lewat dan Bupati tidak memberi suatu keputusan, 
keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan. 

Pasal 34 
(1) Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya 

kepada Pengadilan Pajak terhadap keputusan mengenai 
keberatannya yang ditetapkan oleh Bupati. 

(2) Permohonan banding sebagaimana dimaksud pada ayat (1) 
diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia, dengan 
alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak 
keputusan diterima; dilampiri · 'salinan dari surat keputusan 
keberatan tersebut. 
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. (3) Pengajuan permohonan banding menangguhkan kewajiban 
rnernbayar pajak sampai dengan" l (satu) bulan sejak tanggal 
penerbitan Futusan Banding. · 

Pasal 35 
(1) J�a pengajuan . keberatan atau permohonan banding 

dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran 
pajak dlkembalikan dengan ditambah irnbalan bunga sebesar 
2% (dua persen) setiap bulan untuk paling lama 24· (dua 

-puluh empat) bulan. · 
(2) �balan bur.ga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung 

sejak bulan pelunasan sampai dengan diterbitkannya 
SKPDLB. . 

BAB XV 
SANKS! ADMINISTRATIF 

Pasal 36 
(1) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam ·SKPDKB 

sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf a dan 
huruf b dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 
2% (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau 
terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua 
puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutang pajak. · 

(2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT 
sebagaimana dirnaksud pada Pasal 12 ayat (2) dikenakan 
sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100% (seratus 
persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut. 

(3) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana 
dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) huruf c dikenakan sanksi 
administratif berupa kenaikan sebesar 25% (dua puluh lima 

· persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administratif 
berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dihitung 
dari pajak yang kurang atau terlarnbat dibayar untuk jangka 
waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak 
saat terutangnya pajak. 
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(4) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD 
sebagaimana dimaksud pada Pasal 15 huruf a dan huruf b 
ditambah dengan sanksi administratif berupa bunga sebesar 
2% ( dua persen) setiap bulan untuk paling lama 1 S (lima 
belas) bulan sejak saat terutangnya pajak. 

(5) Dalam hal keberatan Wajib Pajak ditolak �t�u d�lrnbulkan 
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi adnurustratif berupa 
denda sebesar 50% (lima puluh persen) dari jumlah pajak 
berdasarkan keputusan · keberatan dikurangi dengan pajak 
yang telah dibayar sebelum mengajukan keberatan. . . 

(6) Dalam ha! Wajib Pajak mengajukan permohon� banding, 
sanksi administratif berupa denda sebesar 50% (Inna puluh 
persen) sebagaimana yang dimaksud pada ayat (5) tidak 
dikenakan. 

(7) Dalam hal permohonan banding ditolak a�� dik�bulki:n 
sebagian, Wajib Pajak dikenai sanksi adrninistrasi 100 Yo 
(seratus persen) dari jumlah pajak berdru:arkan Putusan 
Banding dikurangi dengan pembayaran pajak yang telah 

. dibayar sebelum mengaiukan keberatan. . . 
• (8) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat. _(2) tidak 

dikenakan jika Wajib Pajak melaporkan. sendiri sebelum 
dilakukan tindakan pemeriksaan. 

BAB XVI 
KETENTUAN PIDANA 

· Pasal37 
(1) Wajib Pajak yang karenh kealpaannya tidak m�nyampaikan 

SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap 
atau melampirkari keterangan }'.ang tidak benar sehingga 
merugikan keuangan daerah dapat dipidana dengan pidana 
kurungan paling lama 1 (satu) tahunatau pidana denda paling 
banyak 2 ( dua) kali jumlah pajak terutang yang tidak atau 
kurang dibayar. 

(2) Wajib Pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan 
SPTPD atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap 
atau melampirkan keterangan yang tidak benar · sehingga 
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inerugikan , keuang:t° daerah dapat dipidana dengan pidana 
pen Jara paling lama 2 ( dua) tahun atau pidana denda paling banyak, � (emp�9 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau 
kurang dibayar, .· · 

(3) Denda pidana sebagaimana dimaksnd pada ayat (I) dan 
ayat (2) merupakan penerimaan negara. 

Pasal 38 
Tindak pidana di bidang perpajakan daerah tidak dituntut setelah 
m:liu_npaui jangka _waktu 5. (lima)_ tahun sejak saat terutangnya 
pajak �.t3:u berakhimya. Masa Pajak atau berakhimya Bagian 
Tahun Pajak atau berakhimya Tahun Pajak yang bersangkutan, 

BAB XVII 
PENYIDIKAN 

Pasal39 
(I) Pejaba_t Pegawai . Ne?eri Sip ii tertentu di lingkungan 

Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik 
untuk. · · melakukan penyidikan · tindak pidana di bidang 
perpaiakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang- 
Undang Hukum Acara Pidana. . 

(2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) adalah: . 
a. rnenerima, !Ilencari,. m�n�mpulkan dan meneliti 

k�te�angan atau_ Iaporan berkenaan dengan tindak pidana 
di b!dang perpaJakan daerah agar keterangan atau Japoran 

. tersebut _meajad_i lengkap dan jelas; . 
b. meneliti,. riiencari · dan • mengumpulkan keterangan 

mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran 
l)erbuatan yang , dilakukan sehubungan tindak pidana perpajakan daerah; · · 

c. meminta 'keterangan dan bahan bukti orang pribadi atau 
badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang 
perpajakan daerah; 

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan 
dengan tindak pidana di bidang perpejakan daerah; 
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e. melaJ...�an penggeledahan untuk mendapatkan bahan 
bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen Iain, serta 
melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut; 

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan 
tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan 
daerah; 

g. menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan 
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang 
berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau 
dokumen yang dibawah sebagaimana dimaksud pada 
huruf e; 

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana 
di bidang perpajakan daerah; 

i. memanggil orang untµk .. didengar keterangannya dan 
diperiksa sebagai tersaJ?;gka atau saksi; 

j. menghentikan penyidikan; dai1/atau 
k. melakukan tindakan Jain yang perlu untuk kelancaran 

penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah 
sesuai dengan peraturan perundang-undangan. 

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (I) 
memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan 
basil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui 
Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai 
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang 
Hukum Acara Pidana. 

BABXVIIl 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 40 
Hal-ha! yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang 
mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan 
Peraturan Bupati. 

Pasal 41 
Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah 
Nomor 3 Tahun 1 !)!)8 tentang Pajak Ponerangan Jalan dtm 
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aturan Daerah Nomor 5 Tahun 2003 tentang Perubahan 
tama atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 1998 tentang 
ak Penerangan Jalan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku. 

, Pasa142 
aturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 
11r setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
igan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten 
wa. . 

A 
.I, 
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